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1. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
 
 
   
 Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk 

kita semua. Pada sesi ke-2 hari ke-3 sidang pilkada Perkara Nomor 
96/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021, dan 
Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021 dengan agenda penyampaian 
pokok-pokok permohonan, pegesahan alat bukti, dan penyampaianhasil 
penetapan sebagai Pihak Terkait. Silakan Pemohon Nomor 96/PHP.BUP-
XIX/2021 memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Silakan! 

 
2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: M. IKBAL 
 
 Bismillah. Baik, Yang Mulia. Kamu dari Kuasa Hukum Pemohon 

dalam Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021. Saya sendiri Muhammad 
Ikbal, S.H., M.H. dan satu rekan kami, Hendra Firmansyah, S.H., M.H. 
Demikian, Yang Mulia. 

 
3. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, baik. Pemohon Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021? 
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 

 
 Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Nama saya 

Sururudin, Yang Mulia, mewakili Pemohon Nomor 81 [sic!] dari 
Kabupaten Luwu Utara, didampingi dari … di belakang saya, Muhammad 
Iqbal Sumarlan Putra, hadir di zoom Bapak Arsyad Kasmar dan Arinal, 
S.H. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
5. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!  
 
 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.01 WIB 

KETUK PALU 3X 



 

2 

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
 

7. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Walaikum salam wr. wb.  
 

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Hadirin persidangan yang saya hormati. Yang Mulia, saya di sini 

Agustiar, kuasa tambahan dari Pasangan Calon Pangkajene dan 
Kepulauan. Sedianya hari ini juga hadir Kuasa Pokok atau Kuasa Awal, 
Yang Mulia, yang bernama Saudara Gatot, sebagaimana telah kami 
sampaikan melalui jurpang@mkri.id, hanya saja terkonfirmasi 5 menit 
terakhir, beliau masih terjebak kemacetan, Yang Mulia. Jadi, jika 
diperkenankan kami yang kuasa tambahan untuk hadir membicarakan 
serta menyampaikan pokok, kami bersedia untuk diberikan kesempatan, 
Yang Mulia. 

 
9. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Sudah ada Surat Kuasanya?  
 

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Kami sudah ada Surat Kuasanya, Yang Mulia. 
 

11. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Sudah diserahkan, ya? 

 

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   
 
 Surat Kuasanya sudah ada? 
 

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-
XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Kami sudah membawa hari ini, namun kemarin sebelum 

persidangan ini kami ingin menyerahkan, Kepaniteraan menyampaikan 
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bahwa silakan diserahkan melalui panel saja. Kami bawa hari ini, Yang 
Mulia, beserta dengan identitas. 

 
14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Silakan nanti diserahkan, ya? 
 

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

16. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, baik. Selanjutnya Termohon KPU Luwu Timur, silakan! 
 

17. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: M. HASAN MUAZIZ 

 
 Selamat pagi, Yang Mulia, mohon izin. Perkenalkan, saya 

Muhammad Hasan Muaziz, Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 
96/PHP.BUP-XIX/2021, didampingi oleh Prinsipal, Yang Mulia, Bapak 
Adam Safar, S.T. Kemudian, yang hari ini hadir di sidang daring ada 
Prinsipal, Bapak Muhammad Abu, S.Ag., dan didampingi oleh Chitto 
Cumbhadrika, Yang Mulia. Terima kasih. 

 
18. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, baik, terima kasih. KPU Luwu Utara, silakan! 
 

19. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-
XIX/2021: WILHELMUS RIO RESANDHI 

 
 Selamat pagi, Yang Mulia, mohon izin. Mohon perkenalkan, saya 

Wilhelmus Rio Resandhi, Kuasa dari KPU Luwu Utara bersama Saudara 
Chitto Cumbhadrika melalui daring, dan hari ini melalui luring, saya 
bersama Bapak Syabil dari KPU Kabupaten Luwu Utara. Terima kasih, 
Yang Mulia. 

 
20. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, baik. Selanjutnya KPU Pangkajene dan Kepulauan! 
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21. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: MARHUMAH MAJID 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum KPU 

Pangkajene dan Kepulauan. Nama saya Marhumah Majid, S.H., M.H., 
dan pada kesempatan ini kami bersama komisioner KPU Pangkajene dan 
Kepulauan atas nama Saharuddin Hafid. Kemudian secara daring, rekan 
kami, Abdul Gafur, dan kemudian dari komisioner juga hadir Ibu Aminah. 
Terima kasih, Yang Mulia. 

 
22. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, baik. Berikut Bawaslu Luwu Timur. Silakan, dari Bawaslu, 

pakai mik dihidupkan! 
 

23. BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR: SUKMAWATI 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
 

24. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Walaikum salam wr. wb. 
 

25. BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR: SUKMAWATI 
 
 Saya Sukmawati Suaib dari Bawaslu Kabupaten Luwu Timur 

didampingi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Bapak Laode 
Arumahi. 

 
26. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya. Bawaslu Luwu Utara, silakan! 
 

27. BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA: MUHAJIRIN 

 

 Assalamualaikum wr. wb. Saya Muhajirin, Ketua Bawaslu 
Kabupaten Luwu Utara, didampingi oleh rekan saya, Ibu Sriwati Sukma 
Diningsih, anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, dan melalui daring 
rekan kami, kami Ibrahim Umar. Terima kasih, Yang Mulia. 
Assalamualaikum wr. wb.  

 
28. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya. Selanjutnya Pangkajene dan Kepulauan! 
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29. BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAAN: SAMSIR 

SALAM 
 
 Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, saya, Samsir Salam, 

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep, didampingi oleh Ibu Hamsinar 
Hamid. Melalui zoom, ada Mustafa Rahim. Sekian, Yang Mulia. Makasih 
banyak. Assalamualaikum wr. wb.   

 
30. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Walaikum salam. Ya, langsung Pemohon Perkara Nomor 

96/PHP.BUP-XIX/2021 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. 
Pokok-pokoknya saja, ya. Enggak perlu dibaca secara keseluruhan. Kami 
juga sudah baca. Waktu sekitar 10 menit. Silakan! 

 
31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: M. IKBAL 

 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami akan 

membacakan pokok permohonannya saja yang telah kami rangkum dari 
beberapa substansi. Hal perbaikan permohonan pembatalan keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379/TL.02.6-
Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi 
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Luwu Timur Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.  

Langsung ke identitas, Yang Mulia. Kepada Yang Mulia Ketua 
Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat. Yang 
bertanda tangan di bawah ini, nama: Irwan Bachri Syam, selaku Calon 
Bupati Luwu Timur dari Nomor Urut 2 dan Andi Muhammad Rio, Calon 
Wakil Bupati dari Luwu Timur Nomor Urut 2, telah memberikan kuasa 
kepada:  
1. Muh. Ikbal, S.H., M.H. 
2. Hendra Firmansyah, S.H., M.H. 
3. Munawarman 
4. Fajaruddin 

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor 
Hukum Mia Law Firm yang beralamat di Jl. D.I. Pandjaitan, Kelurahan 
Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi 
Tenggara. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur 
untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon. Yang pertama, terkait 
kewenangan konstitusi, dimohon dianggap telah dibacakan. Masuk 
kepada kedudukan Pemohon, juga mohon dianggap telah dibacakan. 
Tenggang waktu pengajuan permohonan, juga mohon dianggap telah 
dibacakan. 
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Kemudian pokok permohonan, setidaknya dalam pokok 
permohonan kami ini terbagi menjadi 4 substansi pokok. 
1. Pilkada Kabupaten Luwu Timur terjadi pelanggaran secara 

terstruktur, sistematis, dan masif. Yang dimaksud di sini adalah 
pasangan Nomor Urut 1 telah melakukan pemutasian sebagaimana 
telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 
71, Nomor Urut 1 telah melakukan pemutasian 6 bulan sebelum 
penetapan pasangan calon. Hal ini juga, Yang Mulia, telah kami 
lakukan upaya hukum pada tingkat Bawaslu, namun tidak diregister 
dan tidak terjadi penyelesaian secara hukum sehingga alasan itulah 
kemudian menjadi pokok kami memohon kepada Mahkamah 
Konstitusi menyelesaikan persoalan ini.  

2. Di Luwu Timur juga terjadi money politics, money politics ini 
dilakukan oleh tim … tim pasangan calon, juga terjadi ada beberapa 
ASN yang secara terstruktur, sistematis, dan masif mendukung salah 
satu calon, Yang Mulia, baik itu secara nyata, di depan mata terjadi 
maupun secara senyap. Namun, hal ini juga tidak diselesaikan pada 
tingkat kabupaten atau Bawaslu itu sendiri, Yang Mulia, sehingga 
secara substansi ini kami bawa kepada Mahkamah Konstitusi untuk 
melihat secara substanstif, bahwa betul apa yang menjadi dalil 
permohonan kami ini akan kami buktikan di … di dalam pokok 
permohonan, Yang Mulia. Selanjutnya, adanya pelanggaran di 
beberapa tempat pemungutan suara kecamatan di Towuti, Tomoni, 
akan tetapi tidak ada rekomendasi untuk dilakukan pemilihan suara 
ulang. Salah satu materi atau alasan Bawaslu pada saat itu adalah 
bahwa tidak dilakukannya PSU ini dengan alasan sudah lewat 
daripada 2 hari, sementara pelanggaran ini kami temukan setelah 
proses pungut hitung itu dilakukan. Kemudian, 

3. Yang Mulia, adanya pemilih tambahan, DPTb yang melakukan 
pencoblosan di beberapa tempat pemungutan suara atau TPS, akan 

tetapi bukan warga Luwu Timur. Hal ini bersesuaian dengan bukti 
yang kami ajukan, kepala desa setempat berdasarkan buku induk 
juga tidak terdaftar yang bersangkutan di dalam buku induk desa 
dan kepala desa juga telah melakukan pernya … membuat 
pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah bukan warga 
setempat. Hal ini dilakukan sangat masif, Yang Mulia, terjadi di 
Kecamatan Burau ke … terjadi di Kecamatan Malili, terjadi pula di 
Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Nuha, Yang Mulia.  

Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan kami, Yang 
Mulia. Demikian.     

 
32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: HENDRA FIRMANSYAH 
 
 Ya, baik. Dilanjutkan, Yang Mulia.  
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33. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Silakan!  

 

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: HENDRA FIRMANSYAH 
 
 Banyaknya pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap DPT 

kategori pemilih, yang belum melakukan perekaman e-KTP. Bahwa 
penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Luwu Timur 
dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020. Di dalam daftar pemilih 
tersebut, terdapat sebanyak 6.102 pemilih yang belum melakukan 
perekaman e-KTP. Selanjutnya, LO Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 
atas nama Baso Akbar menanyakan kepada ketua KPU Luwu Timur, 
mengapa pemilih belum melakukan perekaman e-KTP yang dimasukkan 
ke dalam DPT. Dalam pernyataan … dan pernyataan Komisi Pemilihan 
Umum Luwu Timur/Termohon pada saat itu, hal tersebut dilakukan 
untuk menghindari lonjakan daftar pemilih tambahan. Hal tersebut ada 
pada vide bukti P-61.  

 Kemudian bahwa dengan dimasukkannya pemilih … daftar pem … 
maaf, pemilih ke daftar pemilih tetap yang belum melakukan perekaman 
e-KTP sebanyak 6.102 ternyata pada hari pemilihan pada tanggal 9 
Desember 2020 terdapat 2.415 pemilih dengan kategori daftar pemilih 
tambahan pemilih yang terdaftar dalam … pemilih tambahan adalah 
orang-orang yang belum terdaftar sama sekali daftar pemilih tetap di 
Tempat Pemungutan Suara (TPS) di mana pun dalam wilayah Kabupaten 
Luwu Timur.  

 Komisi Pemilihan Umum Luwu Timur yang telah meloloskan dan 
menetapkan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler, Dr. H. Budiman sebagai 
calon, tetapi tidak memenuhi syarat pencalonan. Bahwa pada tanggal 12 
Oktober 2020, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Erwin R. 
Sandi telah melaporkan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler di Bawaslu 
Kabupaten Luwu Timur karena adanya perbedaan nama di B-1 KWK 
parpol pengusung, yaitu Partai Hanura, vide bukti P-62 dan partai PKS, 
vide bukti P-63 dan KTP Ir. H. Muhammad Thoriq Husler, vide bukti P-
64. Berdasarkan tanda bukti laporan No. 05/PL/KAP/27.10/X/2020 vide 
bukti P-65, dan berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan pada 
tanggal 17 Oktober 2020 vide bukti P-66. Bahwa berdasarkan Juknis KPU 
Republik Indonesia No. 394/PL.02.2-KPT/06/KPU/VIII/2020 tentang 
Petunjuk Teknis Pendaftaran Penelitian dan Perbaikan Dokumen 
Persyaratan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
Walikota dan Wakil Walikota. Termaktub dalam tabel 2.3.2 perihal materi 
penelitian dan indikator persyaratan pencalonan bagi bakal pasangan 
calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, dimana 
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salah satu indikator keabsahannya, nama bakal calon harus sesuai 
dengan formulir model B.1-KWK Parpol dengan KTP elektronik, vide bukti 
P-66.  

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan adanya 
pelanggaran yang terjadi yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor 
Urut 1, sehingga berdasar apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan 
permohonan untuk seluruhnya.  

Petitum, berdasarkan keseluruhan uraian … berdasar keseluruhan 
uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu 

Timur No. 379/PL.02.6-KPT/7324/KPU-KAp/VIII/2020 tentang 
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan 
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 
tanggal 12 … maaf, tanggal 17 Desember 2020 pukul 7.30 WITA.  

3. Menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak pada 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020. 

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu 
Timur untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan 
pasangan calon Irwan Bachri Syam, S.T. dan Andi Muhammad Rio 
Pattawiri, S.H., M.Kn, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Luwu Timur Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Luwu Timur 2020.  

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan keputusan ini atau 
mendiskualifikasi Ir. H. Muhammad Thoriq Husler, Drs. H. Budiman, 
M.Pd sebagai pasangan calon Luwu Timur. Dua, memerintahkan 
kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara/PSU di 
Kecamatan Burau, Malili, Tomoni, dan Nuha. Tiga, memerintahkan 
Termohon untuk melaksanakan keputusan ini atau apabila 

Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.  
Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

35. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, baik. Ada beberapa catatan dari Majelis. Silakan, Yang Mulia! 
 

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Saya ingin … ini saja … terkait dengan permohonan. Buktinya 

sudah lengkap semua, ya?  
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37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: HENDRA FIRMANSYAH 
 
 Mohon izin, Yang Mulia. Mengenai bukti, kami akan ajukan bukti 

tambahan, ada 4. 
 

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Ya, nanti dibuat daftar bukti yang baik ya, nanti, supaya dapat 

mudah untuk mencarinya nanti.  
 

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: HENDRA FIRMANSYAH 
 
 Baik. 
 

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Hanya untuk mengklarifikasi, di sini ada Pihak Terkait, ya? Masih 

sebagai calon. Ada Pihak Terkaitnya? Apakah daring? Atau hadir? Ada 
yang lewat daring? Yang lewat daring siapa? Pak Budiman?  

 
41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 

 
Terima kasih, Yang Mulia, terkait dengan Pihak Terkait, kita 

sebenarnya ada 2 Pihak Terkait dari (…) 
 

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   
 
 Ini yang jawab siapa ini?  
 

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-
XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 

 
 Saya, Yang Mulia.  
 

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Ya, saya mau klarifikasi saja, ini bupati yang mengajukan sebagai 

Pihak Terkait sudah meninggal, ya?  
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45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 
 
 Benar, Yang Mulia.  
 

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   
 
 Tanggal berapa meninggalnya? Kalau wakil bupatinya?  
 

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 

 
 Wakil bupatinya masih, masih (…) 
 

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Masih. Maksudnya ada di dalam ini?  
 

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-
XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 

 
 Tidak ada, Yang Mulia.  
 

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Dalam daring, ada? Tidak hadir?  
 

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 
 
 Tidak hadir, Yang Mulia.  
 

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   
 
 Anda lupa tanggal meninggalnya?  
 

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 

 
 Lupa, Yang Mulia. 
 

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Sudah meninggal, ya. Kemudian (…) 
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55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 
 
 Ada, mohon izin, Yang Mulia. Sesuai dengan kutipan akta 

kematian itu tanggal 24 Desember.  
 

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Itu nanti tolong dijadikan bukti, ya? 
 

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 

 
 Siap, Yang Mulia.  
 

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   
 
  Terkait dengan hal itu. Kemudian, ini ada 2, ya, permohonan 

sebagai Pihak Terkait?  
 

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   
 
Satu, dari Budiman. Kemudian, yang satu lagi Budiman 

memberikan kuasa, ya? Pak Budiman memberikan kuasa kepada 34 
penerima kuasa? 

 
61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 
 
 Benar, Yang Mulia.  
 

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
Ya, yang ini adalah kuasa dari Badan Bantuan Hukum Advokasi 

Pusat PDI Perjuangan, ya?  
 

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 
 
 Benar, Yang Mulia.  
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64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Kemudian, yang satu lagi, Pak Budiman memberikan kuasa 

kepada 4 orang, ya?  
 

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Terkait dengan hal ini, nanti menyangkut kuasa, itu kami 

Mahkamah yang akan memberikan … apa namanya … penilaian 
mengenai hal itu, ya. Tetapi persoalannya adalah bisa enggak itu 
digabung menjadi satu? Karena keterangannya kan, keterangan yang 
akan berkaitan dengan bagaimana dalil dari para Pemohon. Bisa enggak 
itu? Ya, memang ini ada persoalan-persoalan, mungkin hal-hal yang 
menyangkut administrasi dan sebagainya di situ. Tetapi pasti kan 
jawabannya adalah ditujukan kepada dalil dari yang disampaikan oleh 
Pemohon di situ, ya. Nanti tolong Anda koordinasikan mengenai hal ini, 
ya?   

 
67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 
 
 Baik, Yang Mulia.  
 

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Makanya saya ingin sebenarnya langsung ke Pak Budiman, tapi 

Pak Budiman tidak ada. Ya, untuk kemudian bagaimana supaya lebih … 
ini kan persidangan cepat, ya, sehingga tidaklah kemudian kalau dalilnya 
sama, kemudian Anda bikin 2 keterangan yang … apa namanya … 
berbeda, kan tidak mungkin. Jadi, tolong ini Anda koordinasikan terlebih 
dahulu sebelum nanti pada sesinya Anda menyampaikan itu setelah Pak 
Ketua menetapkan terkait dengan Pihak Terkait itu, ya.  

 
69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: AL JEBRA AIKSAN RAUF 

 
 Baik.  
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70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Itu penting untuk Anda … apa namanya … pertimbangkan.  
 

71. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Baik. Bukti yang diajukan oleh Pemohon Nomor 96/PHP.BUP-

XIX/2021 itu P-1 sampai dengan P-66, benar?  
  

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: HENDRA FIRMANSYAH 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

73. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, dinyatakan sah.  
 
  
 
 Tapi dengan catatan, nah, ini supaya diperhatikan nanti setelah 

sidang, P-32 tidak sama antara daftar bukti dan bukti fisiknya. Yang 
kedua, Bukti P-29 video CD-nya tidak dapat dibuka, ya? Nanti diganti 
dengan USB atau bagaimana, ya? Selesaikan dengan Paniteranya nanti, 
ya?  

 
74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: HENDRA FIRMANSYAH 

 
 Baik, Yang Mulia.   

 
75. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, baik. Kemudian, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof 

Enny bahwa ada permohonan menjadi Pihak Terkait melalui 2 
permohonan dan 2 kuasa hukum, tetapi yang pasti isinya sama ya, minta 
supaya Ir. H. Muhammad Thoriq Husler dan Drs. H. Budiman, M.Pd., 
ditetapkan sebagai Pihak Terkait.  

Oleh karena itu, Majelis telah mempertimbangkan dan 
menetapkan: 
1. Ir. H. Muhammad Thoriq Husler dan Drs. H. Budiman, M.Pd., 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur sebagai Pihak 
Terkait dalam Perkara Nomor 96 dan seterusnya.  

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku 
registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait 

KETUK PALU 1X 
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tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang 
telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada 
pemeriksaan persidangan.  
Jadi, permohonannya sudah dikabulkan menjadi Pihak Terkait.  
Selanjutnya, untuk perkara (…) 
 

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: HENDRA FIRMANSYAH 

 
 Mohon izin, Yang Mulia, Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021 

kami akan mengajukan bukti tambahan, Yang Mulia.  
 

77. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, ya, bisa nanti. Bisa setelah sidang ini.  
 

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-

XIX/2021: HENDRA FIRMANSYAH 

 
 Baik, Yang Mulia.  
 

79. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021, silakan! Sama waktunya 

sekitar 10 menit, oleh karena itu poin-poinnya saja.  
 

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 

 
 Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, 

sebelumnya kami akan mengajukan surat kuasa terkait dengan adanya 
surat kuasa tambahan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Yang 
kedua, kami juga mengajukan bukti-bukti, bukti yang kemarin kita 
lanjutkan dari bukti P-6 sampai bukti P-26 dimana di bukti-bukti itu kita 
juga rincikan lagi, Yang Mulia. Terkait dengan dalil-dalil kami nantinya. 
Terima kasih, Yang Mulia.  

 Saatnya akan kami bacakan mengenai permohonan pembatalan 
keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 980 dan seterusnya, 
dianggap dibacakan tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. Yang 
bertanda tangan di bawah ini: 
1. H. Arsyad Kasmar. Lahir di Palopo, 10 Oktober 1958. 
2. Andi Sukma. Pekerjaan sebelumnya adalah Anggota DPRD 

Kabupaten Luwu Utara. Lahir di Mario, 17 Juli 1972. 
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Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam 
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara tahun 2020, 
Nomor Urut 3. Berdasarkan Surat Kuasa yang diserahkan kepada kami, 
Yang Mulia, terhadap Komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten Luwu 
Utara berkedudukan di Jalan Simpurusiang, Kelurahan Baliase, 
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya sebagai 
Termohon.  

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah 
Konstitusi perihal peselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara. Bedasarkan keputusan KPU 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/dan seterusnya dianggap dibacakan 
tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu 
tanggal 16 Desember pukul 19.00 WITA. Kewenangan Mahkamah 
Konstitusi dianggap dibacakan. Kedudukan hukum Pemohon dianggap 
dibacakan. Pada waktu permohonan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.  

Pokok permohonan. Ingin kami tegaskan di sini, terjadinya 
kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan modus 
penyalahgunaan wewenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku 
Bupati Petahana dengan cara menunda pelaksanaan pemilihan 102 
kepala desa sehingga mengurangi perolehan hasil suara Pemohon secara 
masif. Izin, Yang Mulia. Kami menyampaikan bahwa di Kabupaten Luwu 
Utara terdapat 167 desa dan ada 102 desa yang seharusnya dilakukan 
pemilihan serentak pada tahun ini, namun demikian oleh Bupati 
Petahana, Bupati Indah, itu ditunda pelaksanaannya tanpa alasan dan 
tanpa dasar hukum sehingga hal itu sangat merugikan dari kami selaku 
Pemohon.  

Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa juncto 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 dan seterusnya juncto Peraturan Bupati 
Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 juncto Peraturan Bupati Nomor 35 
Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan 

pemilihan kepala desa di 102 Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan pada 
2020. Namun, hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan. Penundaan 
pemilihan kepala desa tersebut didasari pada kesewenang-wenangan 
Bupati Luwu Utara tanpa adanya dasar hukum atau peraturan daerah 
yang disepakati antara Bupati dan DPRD Kabupaten Luwu Utara. Dan hal 
itu, jelas melanggar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan 
seterusnya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 
undang-undang. Bahwa dengan adanya fakta tidak adanya netralitas di 
102 desa itu, ini sangat signifikan, Yang Mulia, mempengaruhi pemilihan 
kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Luwu Utara. Kami di 
sini tampilkan di halaman 11, daftar nama desa yang ditunda 
pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh bupati secara melawan hukum.  

Satu, di Kecamatan Malangke ada sekitar 14 desa, di Kecamatan 
Bone-Bone ada sekitar 10 desa, di Masamba ada sekitar 16 desa, di 
Sabbang ada 9 desa, di Sabbang Selatan ada 10 desa, di Rongkong ada  
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7 desa, di Sukamaju ada 14 desa, di Sukamaju Selatan ada 12 desa, di 
Seko ada 12 desa, di Malangke Barat ada 13 desa, di Rampi ada 6 desa, 
di Mappedeceng ada 15 desa, di Baebunta ada 10 desa, di Baebunta 
Selatan ada 10 desa, di Tana Lili ada 10 desa. Jadi, desa-desa ini 
mewakili hampir 2/3 dari jumlah desa di … di Kabupaten Luwu Utara. 
Apabila seluruh 102 desa ini dipimpin oleh PNS, otomatis dia di bawah 
struktur dari Bupati Luwu Utara. Sehingga dengan adanya ter … hal 
tersebut jelas mempengaruhi dari pengarahan ASN yang mempengaruhi 
hasil perolehan suara.  

Di halaman 22, kita sampaikan surat keputusan … surat 
keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara sebagai petahana 
dalam hal ini adalah Nomor 2, yaitu ada sekitar 50 Surat Kuasa. 

 Yang Mulia, kita di sini ada tanggal-tanggal yang ditetapkan. 
Bahkan sebulan-dua bulan sebelum penetapan, 3 bulan sebelum dia 
sebagai calon bupati, dia masih membuat bahkan menjelang penetapan 
sebagai pasangan calon, dia mengeluarkan surat keputusan … surat 
keputusan terkait dengan pengangkatan kepala desa ini. Bahwa pejabat 
sementara desa sebagaimana dimaksud dalam tabel-tabel yang kami 
sampaikan, jelas menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini 
dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah berjalan dari bupati, 
selanjutnya kepala dinas, selanjutnya kepada kecamatan-kecamatan, 
dan kepala desa. Kepala desa sebagai ujung tombak dari masyarakat, 
kepanjangan tangan dari pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara 
sangat jelas dan masif terlihat secara terstruktur bahwa itu dimanfaatkan 
oleh Bupati Petahana. Hal ini jelas melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi, “Pejabat negara, pejabat 
aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain lurah, dilarang 
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu calon selama masa kampanye.”  

Jadi, Yang Mulia, apabila kita sampaikan bahwa justru bupati ini 
yang menyuruh 102 desa ini secara langsung, Yang Mulia, dan bahkan 
setelah masa cuti kampanye 4 hari sebelum pemilihan tanggal 9 
Desember 2020, bupati mengumpulkan desa dan perangkat-perangkat 
aparatur sipil negara untuk berkumpul di kabupaten sehingga alasannya 
adalah untuk menjalankan program pemerintah dan hal ini adalah itu 
adalah program yang sangat tidak adil, Yang Mulia. Tidak memberikan 
permainan yang adil atau fair trial untuk 3 pasangan calon ini, yaitu 
antara kami selaku Pemohon dan Pasangan Nomor 1 dan Nomor 3.  

 Jadi, hal itu telah menguntungkan jumlah suara yang diperoleh 
oleh Pihak Terkait yang hadir dalam hari ini, yaitu Hj. Indah Putri 
Indriani, S.Ip., M.Si, Suaib Mansur. Yang kami sesalkan bupati ini adalah 
dosen yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat 
khususnya Kabupaten Luwu Utara sebagai kabupaten baru harus 
menghadirkan pemerintahan yang bersih dan adil dan apabila pun ada 
pemilihan kepala daerah seharusnya diberikan contoh, Yang Mulia, 



 

17 

bagaimana kebijakan pemerintah daerah, kebijakan bupati itu 
memberikan keadilan selama proses pemilihan.  

 Selanjutnya selain itu, Bupati Nomor 2 selaku Petahana juga telah 
terbukti melakukan kecurangan dengan membuat beberapa kebijakan-
kebijakan, yaitu dengan adanya program bedah rumah yang dikhususkan 
kepada masyarakat desa dengan data dari pemerintahan desa untuk 
merenovosi rumah-rumah milik warga yang sebelumnya mungkin 
ditanyai bahwa mereka akan mendukung petahana.  

 Selanjutnya mengenai bantuan langsung tunai bagi warga yang 
terdampak Covid dengan berbarengan. Dari adanya alasan-alasan inilah 
dia bisa menyalurkan lewat perangkat-perangkat desa untuk meyakinkan 
warga yang sebelumnya diyakinkan bahwa mereka adalah akan memilih 
dari bupati petahana.  

 Adanya program keluarga harapan dan pemberian bantuan sosial 
yang diarahkan juga untuk program-program kemenangan dari Pasangan 
Calon Nomor 2 selaku petahana.  

 Selanjutnya ini yang sangat kami sesalkan. Jadi, Bupati Indah, 4 
hari sebelum masa pemilihan pencoblosan tanggal 9 Desember, dia 
mengumpulkan perangkat-perangkat desa dengan alasan pembahasan 
tapal batas. Ini hal yang sangat tidak wajar, Yang Mulia. Tapal batas 
desa dibahas di tengah masa kampanye, ini adalah alasan yang 
mengada-ada karena memang tidak pernah ada program sebelumnya, 
baik dari DPRD ataupun dari pemerintah daerah untuk pembahasan tapal 
batas. Dan ini hanya alasan untuk mengumpulkan para perangkat desa 
ini. 

 Selanjutnya bahwa tindakan dari Bupati Petahana tersebut jelas 
melanggar Pasal 71 ayat (3), yaitu Petahana dilarang menggunakan 
program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 
bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Dan ini jelas, Yang Mulia. 
Bahwa ini telah dimanfaatkan oleh Bupati Petahana dimana dia 
memperoleh kekuasaan dan dia mempunyai jalur birokrasi yang 
terstruktur. Dengan adanya ini, dia bisa dikatakan masif karena dia 
mengumpulkan seluruh dari 102 desa bahkan 4 hari sebelum masa 
kampanye, seluruh kelurahan … kumpulkan seluruh kelurahan dan desa. 
Dan hal ini jelas merugikan kami, Yang Mulia.  

 Dan selanjutnya adalah pengerahan-pengerahan dari Aparatur 
Sipil Negara yang dilakukan oleh bupati. Bahwa Pemohon sendiri pernah 
melaporkan kejadian mengenai pengarahan ASN ini kepada Bawaslu dan 
telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Ketua Komisi 
Aparatur Sipil Negara tanggal 23 September yang jelas menulis bahwa 
berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen atau saksi, kajian dan 
musyawarah ketua anggota badan pengawas pemilihan umum telah ada 
unsur-unsur yang melawan netralitas ASN, Yang Mulia, yang seharusnya 
ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan KPU untuk mengawasi lebih jauh dari 
adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh bupati petahana. 
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 Selanjutnya mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh 
KPU Kabupaten Luwu Utara. Bahwa tindakan salah satunya adalah 
adanya L.O yang melanggar ketentuan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 
2020 tentang penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan, yaitu adanya 
permasalahan antara Pemohon dan Termohon, dan para pasangan calon 
yang lain.  

   
81. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, Pemohon, waktunya sudah 10 menit.  
 

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 
 

 Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Kecurangan yang dilakukan 
adanya ... yang lain adalah dalam Kartu Indonesia Sehat yang mungkin 
ini dilakukan oleh (...) 

 
83. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya.  
 

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-
XIX/2021: SURURUDIN 

 

 Daerah-daerah yang lain.  
 Selanjutnya kami akan sampaikan mengenai petitum, Yang Mulia.  
 

85. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Petitum, ya. 
 

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-
XIX/2021: SURURUDIN 

 

Satu. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
Yang kedua, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara 

Nomor 980 dan seterusnya tanggal 16 Desember 2020, pukul 19.00 
WITA. 

 Yang ketiga, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Daerah 
Luwu Utara Nomor ... izin, Yang Mulia. Ini kita ada kesalahan tulis dari 
Nomor 401 menjadi 367/PL.02.3/KPT/7322/KPU-Kab/ ... ini IX, Yang 
Mulia. Ini bukan X kurang -1 ... kurang huruf I, jadi IX/2020 tentang 
Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai 
Politik sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara 
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Tahun 2020 atas nama Indah Putri Indriani dan Suaib Mansur. Jadi, kita 
ingin memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi 
Indah Putri Indriani dan Suaib Mansur karena kecurangan-kecurangan 
yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.  

 Selanjutnya yang memerintahkan Termohon untuk melakukan 
pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Luwu Utara atau 
setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan 
pemungutan suara ulang pada TPS di desa atau kelurahan yang saya 
sebutkan tadi, Yang Mulia. Tidak usah saya bacakan lagi, ada di 102 
desa di 15 Kecamatan.  

Selanjutnya, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan putusan ini.  

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian, semoga bisa diperhatikan 
lebih lanjut. Terima kasih. 

 
87. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Baik, ada catatan dari Majelis? Silakan, Yang Mulia Prof. Enny! 
 

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Ya, saudara Kuasa Pemohon. Saya hanya konfirmasi saja, itu 

penetapan KPU nya kapan, itu? 
 

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 
 
 16 Desember, Yang Mulia. 
 

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 16 Desember? 
 

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 

 
 2020. 
 

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 2020, jam? 
 
 
 



 

20 

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 
 
 7 … 19.00 WIB.  
 

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 19.00 WIB. Anda mengajukan permohonannya kapan, ini? 

Permohonan awal. 
 

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 

 
 Permohonan awal (…) 
 

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Tanggalnya saja, tanggal berapa? 
 

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 

 
 21, Yang Mulia. 
 

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 21? 
 

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-
XIX/2021: SURURUDIN 

 
 2020. 
 

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 20 … 21 Desember maksudnya? 
 

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Diulangi lagi, tanggal berapa? 



 

21 

 
103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 

 
 Saya cek lagi, Yang Mulia.  
 

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Coba dicek, di permohonan mungkin ada itu. 
 

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 

 
 Baik, Yang Mulia. 
 

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
Sudah ketemu? Pakai mik, pakai mik, biar suaranya terdengar. 
 

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 

 
 21 Desember, Yang Mulia. 
 

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 21 Desember? 
 

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-
XIX/2021: SURURUDIN 

 
 2020. 
 

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Jam berapa? 
 

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 

 
 Saat itu malam, Yang Mulia, sekitar pukul 22.00 WIB 
 

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Sekitar pukul 22.00 WIB?  
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113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 

 
 Ya. 
 

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Ya, itu saja, saya konfirmasi waktu saja. Terima kasih. 
 

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 

 
 Baik, Yang Mulia. 
 

116. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, baik. Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5, 

benar? 
 

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-

XIX/2021: SURURUDIN 

 
 Benar, Yang Mulia. 
 

118. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, dinyatakan sah. 
 
 
 
 
 Selanjutnya ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait. Majelis 

telah mempertimbangkan dan menetapkan: 
1. Menerima Hj. Indah Putri Indriani dan Suaib Mansur, Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara sebagai Pihak Terkait dalam 
Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021. 

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku 
registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait 
tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang 
telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada 
pemeriksaan persidangan. Jadi, permohonan menjadi Pihak Terkait 
sudah dikabulkan. 
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Selanjutnya, Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021, silakan! Sama 
waktunya sekitar 10 menit, poin-poinnya saja. 

 
119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Rekan dari 

Tim Kuasa Hukum Termohon kalau mungkin ada calon Pihak Terkait, 
serta dari Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang kami 
hormati. Mewakili Pasangan Calon 02 di dalam permohonan perselisihan 
sengketa hasil pemilihan umum Paslon 02, Muhammad Abdul Rahman 
Assegaf dan Muammar Muhayang. Sebagaimana Yang Mulia sampaikan 
tadi bahwa permohonan kami pada prinsipnya telah dipelajari dan 
ditelaah oleh Majelis, maka dalam penyampaian ini kami akan 
menguraikan pokok inti saja perihal dengan legal standing dan 
kedudukan … legal standing atau kedudukan hukum serta kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.  

Kemudian, uraian dalam pokok permohonan sebagaimana 
perbaikan permohonan Pemohon telah banyak menguraikan beberapa 
fakta perihal dengan adanya money politics yang begitu masif terjadi. Di 
dalam praktik yang lain (…) 

 
120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Sebentar, Kuasa Pemohon, ya? 
 

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Saya konfirmasi terlebih dahulu sebelum saudara bacakan itu. 
 

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-
XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Ini permohonan awal Anda sampaikan kapan, ya? 
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125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 
 
 Izin, Yang Mulia, untuk permohonan awal, kebetulan diajukan 

oleh kuasa pertama, dimana kami masuk set … setelah dari perbaikan itu 
sendiri. Jadi, soal pendaftaran kami tidak detail. 

 
126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Tidak tahu (…) 
 

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 
 
 Ya (…) 
 

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Permohonan awalnya kapan? 
 

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Benar, Yang Mulia. 
 

130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   
 
 Bisa dikonfirmasi enggak, Kuasa Pertama? 
 

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Secara luring sebenarnya kami mengajukan nama, tetapi tidak 

muncul di … di apa namanya … di (…) 
 

132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   
 
 Kemudian, perbaikan permohonan ini Anda sampaikan kapan? 
 

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-
XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Perbaikan permohonan pun juga diajukan oleh Kuasa Awal, Yang 

Mulia. Kami masuk setelah semua administrasi perbaikan permohonan 
selesai. 
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134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Coba Anda cek di luring, sudah ada belum? Tampilan Kuasa 

Pemohonnya? 
 

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Belum ada, Yang Mulia. 
 

136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Belum ada? 
 

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-
XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Ini dalam catatan kami, ini pe … permohonan awal Anda 

sampaikan 18 Desember, ya? Tapi Anda tidak tahu soalnya, ya? 
 

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-
XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Ya, kami Kuasa Tambahan tidak mengetahui detailnya, Yang 

Mulia. 
 

140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Sementara perbaikan itu … itu kan sejak terkirimnya permohonan 

awal, tanggalnya 23 Desember, makanya Anda bacakan tadi 
permohonan yang mana itu? Perbaikan?  

 
141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Ini perbaikan, Yang Mulia. Poin pokok dari perbaikan, Yang Mulia.  
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142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Anda tahu enggak, ada perbedaan antara perbaikan dan 

permohonan awal, ada perubahan enggak di situ? 
 

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-
XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Pada prinsipnya tidak ada, Yang Mulia. Secara poin-poin, kami 

hanya menyampaikan bahwa penegasan tentang TSM peristiwa-peristiwa 
kecurangan yang terjadi, kemudian detail di dalam permohonan itu, kami 
tidak di … disampaikan secara detail. 

 
144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Jadi begini, sebetulnya kami membutuhkan dari Mahkamah adalah 

Kuasa pertama ini, yang bisa memahami keterkaitan dari tengat waktu 
itu. Ya? Karena kalau yang perbaikan permohonan diikuti dari tengat 
waktu, sudah melampaui dari waktu yang ada.  

 
145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Jika diperkenankan, Yang Mulia, kami menyampaikan klarifikasi 

setelah persidangan ini melalui tertulis. 
 

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Ada kaitan dengan apa yang akan Saudara bacakan masalahnya 

di situ? 
 

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 
 
 Ya, benar, Yang Mulia.  
 

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Bisa segera dihubungi, Kuasanya? Kalau masih memungkinkan? 
 

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Jika diperkenankan untuk kami menghubungi di luar persidangan 

ini, kami keluar sebentar, kemudian menelepon dia? 
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150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Sekarang posisinya ada di mana? 
 

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-
XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Tadi, sebelum sidang, 5 menit sebelum sidang itu, beliau masih 

terjebak macet di tol Tomang, Yang Mulia, Tomang, Jakarta Barat. 
 

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Sampai sekarang juga masih macet di sana? 
 

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-
XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Saya belum mendapatkan konfirmasi terakhir, Yang Mulia.   
 

154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Silakan, Anda keluar sebentar, ya. Untuk menghubungi yang 

bersangkutan karena Anda kan tidak boleh bawa Hp di sini. Ya. Segera, 
ya?  

 
155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
 

156. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya. Sidang diskors.  
 
 
  

 
 

 
 

  

 

 
 

KETUK PALU 1X 

SIDANG DISKORS PUKUL 10.45 WIB 
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157. KETUA: ANWAR USMAN  

 
 Baik. Skors dicabut. 
 
 
 
Ya, silakan, Yang Mulia! 
 

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   
 
 Baik. Kuasa Pemohon sudah dihubungi?  
 

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-
XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Tadi saya sudah menelepon, katanya di 

sekitar Jalan Abdul Muis menuju ke sini (…) 
 

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   
 
 Oke (…) 
 

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-
XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Tapi saya menunggu sampai 6 menit itu lama banget, dia enggak 

datang. Akhirnya Petugas memerintahkan untuk efektivitas naik saja, 
saya yang di persidangan ini. Terima kasih. 

 
162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Baik, kalau begitu, begini, Kuasa Pemohon silakan disampaikan 

permohonannya, nanti Mahkamah yang akan mempertimbangkan atau 
menilai. Silakan! 

 
163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Terima kasih untuk kesempatan yang kedua kalinya, Yang Mulia. 

Kami mewakili Pasangan Calon 02 Pilkada Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan, Abdul Rahman Assegaf, Muammar Muhayang, dalam 
permohonan ini telah kami sampaikan melalui Kuasa Pertama, perbaikan 
dan awal, untuk kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah 
Konstitusi dianggap dibacakan. Bahwa di dalam permohonan tersebut 
telah kami uraikan secara terperinci dan banyak mengenai dalil-dalil 
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tentang terjadinya money politics yang secara masif yang diduga kuat 
dilakukan oleh pihak pemenang, dalam hal ini calon Pihak Terkait. 
Kemudian, telah juga dilakukan penyaluran bantuan sosial sembako 
dengan cara iming-iming serta penekanan kepada pemilih untuk 
mempengaruhi pemilihan pada saat pencoblosan nantinya. Kemudian, 
juga ada fakta yang sangat krusial bahwa ada salah satu kecamatan 
yang dijadikan tempat untuk menghimpun dan memobilisasi beberapa 
camat setempat melalui undangan surat. Di sana dibahas beberapa hal, 
d iantara lain akan diberikan insentif, kemudian insentif itu nantinya 
digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih-pemilih, dan 
anehnya di sini karena ada camat, Yang Mulia, dimana kita ketahui 
kedudukannya sebagai aparatur pemerintahan setempat.  

 Kemudian, Pasangan Calon 01 tersebut juga menggunakan salah 
satu program, yaitu pengadaan genset di salah satu kampung nelayan, 
yang seharusnya genset yang diadakan itu adalah bantuan secara cuma-
cuma karena di sana memang mereka memerlukan listrik itu. Akan 
tetapi, itu kemudian diselubungkan dalam sebuah program yang katanya 
ini adalah bantuan dari Pihak 01. Dan anggaran untuk pengadaan genset 
itu digunakan dari anggaran SKPD Terkait.  

 Kemudian, Yang Mulia, bahwa seluruh kecurangan-kecurangan 
yang kami sampaikan baik dalam permohonan. Kemudian, dalam 
artikulasi narasi hari ini kami bisa buktikan secara baik melalui saksi, 
bukti surat ataupun bukti-bukti pendukung yang lainnya, yang insyallah 
manakala Yang Mulia memberikan kesempatan untuk perkara ini 
diperiksa pada pokok perkara nantinya.   

 Yang Mulia, untuk petitum, kami tetap berpendirian pada 
perbaikan permohonan yang telah Yang Mulia bacakan dengan baik.  
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.  
2. Membatalkan keputusan KPU yang menetapkan Paslon 01 sebagai 

pemenang.  
3. Memerintahkan untuk melakukan PSU pada 6 kecamatan 

sebagaimana disebutkan dalam perbaikan permohonan, petitum 
kami.  

4. Kemudian, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan 
putusan ini dengan baik.  

Yang Mulia, dalam kesempatan ini juga kami memohon untuk 
diperkenankan mengajukan bukti tambahan.   

 
164. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Baik. Bisa.   
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165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Demikian yang bisa kami sampaikan. 

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum.  
 

166. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, masih ada konfirmasi dari Majelis. Silakan, Yang Mulia!  
 

167. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Ya, Kuasa Pemohon, ini namanya siapa tadi, Pak?   
 

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 
 
 Saya Agustiar, Yang Mulia, Kuasa Tambahan Nomor Urut 2.  
 

169. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Agustiar, ya?   
 

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Siap, Yang Mulia. 
 

171. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   
 
 Ini sudah saya terima yang terkait dengan kuasa tambahan ini. 

Hanya terkait dengan biaya materai, ini tolong Anda perhatikan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020, ini kan masih menggunakan materai 
Rp6.000,00.  

 
172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Baik, Yang Mulia. 
 

173. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Ya, disesuaikan nanti, ya.  
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174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 
 
 Kalau tidak salah … baik, Yang Mulia, kalau tidak salah materai 

kami itu ada 2. Asumsi kami bahwa dengan Pasal 26 di Undang-Undang 
Materai yang baru (…) 

 
175. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Ini Anda tumpuk, ya?  
 

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-

XIX/2021: AGUSTIAR 
 
 Ya, ada minimal batas kan Rp9.000,00 materai, Yang Mulia. 

Asumsi kami, izin, Yang Mulia, tidak bermaksud menggurui, Yang Mulia, 
jika materai dua Rp6.000,00 sepertinya lebih dari batas maksimal, tapi 
kami akan tetap mengikuti apa yang Yang Mulia arahkan.   

 
177. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Oke, terima kasih, ya.  
 

178. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Baik. Bukti yang diajukan oleh Pemohon Nomor 69/PHP.BUP-

XIX/2021 P-1 sampai dengan P-5, benar?  
 

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-
XIX/2021: AGUSTIAR 

 
 Demikian, benar, Yang Mulia.  
 

180. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Ya, dinyatakan sah.  
 
  
 
 Selanjutnya, ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait setelah 

Majelis membaca dan mempertimbangkan, maka ditetapkan: 
1. Muhammad Yusran Lalogau dan H. Syahban Sammana, S.H., 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan 
sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 69 dan seterusnya. 
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2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku perkara 
registrasi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna 
menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan 
untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan 
persidangan. Jadi, permohonannya dikabulkan. 

Kemudian, untuk penundaan ketiga perkara ini, Perkara Nomor 
96/PHP.BUP-XIX/2021 ditunda hari Kamis, 4 Februari 2021, pukul 11.00 
WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dengan agenda pemeriksaan 
persidangan, yaitu mendengar jawaban Termohon, jawaban Bawaslu, 
keterangan Pihak Terkait dan pengesahan alat bukti.  

Kemudian, untuk Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021, ditunda 
hari Kamis, tanggal 4 Februari 2020, pukul 08.00 WIB sampai dengan 
10.00 WIB dengan acara yang sama, sama seperti acara Perkara Nomor 
96/PHP.BUP-XIX/2021.  

Kemudian ada catatan. Jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, 
keterangan Pihak Terkait disampaikan di sidang pemeriksaan 
persidangan. Alat bukti dapat disampaikan sebelum persidangan, 
termasuk bukti tambahan tadi, ya. Bisa disampaikan setelah sidang ini 
dan ada beberapa hal yang harus diselesaikan terutama Perkara Nomor 
69/PHP.BUP-XIX/2021, ya.   

Kemudian, ketetapan Pihak Terkait akan disampaikan melalui e-
mail dan Whatsapp. Keempat, pemberitahuan ini merupakan panggilan 
resmi dari Mahkamah Konstitusi, jadi tidak ada lagi surat-menyurat, ya. 
Jadwal persidangan tadi sudah ditetapkan dan sudah disampaikan secara 
resmi. Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.   

  
 

 
 

 

 
Jakarta, 28 Januari 2021 
 
Panitera, 
Muhidin 
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